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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Kecamatan Jambon merupakan salah satu kecamatan bagian barat 
dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Kecamatan 
Jambon adalah 57,48 km2, dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut: 
a) Utara : Kecamatan Sampung 
b) Timur : Kecamatan Kauman 
c) Selatan : Kabupaten Pacitan 
d) Barat : Kecamatan Badegan 
Salah satu hal yang mendasar dalam sistem pemerintahan yang 
terarah dan terpadu yaitu dengan perumusan visi dan misi. Hal tersebut 
merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Visi yang dimiliki Kecamatan Jambon adalah 
“ Sebagai Kecamatan yang Cepat, Adil, Ramah, dan Taat”. Adapun misi yang 
dimiliki adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi 
Kependudukan dan Layanan Rekomendasi Perijinan serta Jangkauan 
Pelayanan Sosial” (https://jambon.ponorogo.go.id). 
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut maka diperlukan 






1. Persentase jumlah permohonan dokumen kependudukan yang berhasil 
diselesaikan /direkomendasikan terhadap permohonan yang 
masuk/diterima Kecamatan Jambon. 
2. Persentase jumlah permohonan dokumen perijinan yang berhasil 
diselesaikan /direkomendasikan terhadap permohonan yang 
masuk/diterima Kecamatan Jambon. 
3. Persentase jumlah masalah sosial masyarakat yang berhasil 
ditangani/diselesaikan terhadap jumlah kasus sosial masyarakat yang 
ada di Kecamatan Jambon (https://jambon.ponorogo.go.id). 
Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kecamatan Jambon telah 
menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Adapun 
sasarannya sebagai berikut: 
1. Meningkatnya pelayanan masyarakat di bidang penerbitan persuratan. 
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perijinan. 
3. Meningkatnya perhatian pemerintah Kecamatan Jambon terhadap 
kesejahteraan keluaraga miskin 
4. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan. 
5. Meningktnya kolektabilitas Pajak Bumi dan Bangunan. 
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. 








4.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Jambon 
Pengelolaan dana desa termasuk tentang alokasi dana desa sudah 
daitur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keungan 
Desa. Dasar hukum lain yang digunakan oleh pemerintah desa dalam 
mengelolaa keuangan desa yaitu  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan transmigasi No. 13 Tahun 2020 tentang prioritas 
penggunaan dana desa.  Berdasarkan lampiran yang ada pada peraturan bupati 
seperti yang ada pada gambar 1.1 Kecamatan Jambon mempunyai Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang meningkat setiap tahunnya. ADD yang diterima 
untuk setiap desa sangat beragam tergantung pada letak geografis maupun 
jumlah penduduk yang ada.  
Alokasi Dana Desa yang diberikan tentunya bertujuan untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik 
Ponorogo tahun 2020 indikator kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 8 
(delapan) bidang yang mecangkup kependudukan, kesehatan dan gizi, 
pendidikan ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan 
lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yangmenjadi acuan dalam upaya 
peningkatan kualitas hidup ( https://www.bps.go.id/ ).  
Menurut Permendagri No. 20 Pasal 68 Tahun 2018 tentang 
pengelolaan keuangan desa, dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan desa yang ada, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 
wajib menyampaikan laporan keuangan desa kepada Bupati melalui camat 





1. Laporan semesteran realisasi APBDes. 
2. Laporan pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDes. 
3. Laporan realisasi penggunaan dana desa. 
Berdasarkan hal diatas, alokasi dana desa yang diterima dalam 
pengelolaan keuangannya dibawah pengawasan dari pihak kecamatan. Dalam 
hal ini peran kecamatan yaitu sebagai pihak pengawas atau memiliki fungsi 
pengawasan. Bentuk dari pengawasn yang dilakukan yaitu adanya pelaporan 
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Menurut Permendagri No. 84 Pasal 6 Tahun 2015 tentang susunan 
organisasi dan tata kerja pemerintah desa berikut merupakan tugas-tugas dari 
setiap bagian struktur organisasi desa: 
1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Kepala desa mempunyai fungsi melakukan 
pembangunan sarana prasarana, pembangunan bidang keehatan, 
pendidikan dan pembangunan masyarakat. 
2. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. Sekretaris desa mempunyai fungsi 
melakukan urusan keuangan seperti administrasi keuangan. 
3. Kepala Urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam 
urusanan pelayanan administrasi pendukung pelkasanaan tugas-tugas 
pemerintahan. Kaur pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 
manajemen tata praja pemerintahan, kaur pembangunan mempunyai 
fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan belanja dan 
menginventarisir data-data dalam pembangunan. Kaur kesejahteraan 
mepunyai fungsi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu melaksanakan 
pembangunan sarana dan prasarana, bidang kesehatan,ekonomi, 
pedidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kaur keungan 
mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti administrasi 





umum mempunyai fungsi ketatausahaaan seperti masalah surat 
menyurat. 
4. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam 
melaksankan tugasnya di wilayah masing-masing.  
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai 
pengawas terhadap kinerja kepala desa dan melakukan pembahasan 
terhadap setiap kebijakan yang diambil bersama kepala desa. 
4.1.3 Hasil Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 
Provinsi Jawa Timur. Desa yang ada di Kecamatan Jambon berjumlah 13 
desa. Penyebaran kuesionar pada penelitian ini dilakukan mulai 22 Maret 
2021 sampai tanggal 9 April 2021. Kuesioner diambil kembali pada waktu 
yang telah ditentukan antara peneliti dengan responden. Kendala 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama dikarenakan 
kesibukan dari responden sehingga kuisioner yang disebar tidak dapat 
kembali sepenuhnya, selain itu karena pengisian kuisioner ini tidak 
didampingi sehingga dalam pengisiannya ada yang tidak lengkap.Hasil 









Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner 
No Keterangan Jumlah Persentase 
(%) 
1 Kuesioner yang disebar 91 100% 
2 Kuesioner yang tidak kembali (9) 9,9% 
3 Kuesioner yang tidak lengkap (6) 6,6% 
4 Kuesioner yang kembali dan dapat diolah 76 83,5% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2021 
Tabel 4.1 menunjukkan total kuesioner yang disebar sejumlah 91 kuesioner. 
Kuesioner yang tidak kembali sejumlah 9 (9,9%) dari 13 desa yang ada dan yang 
tidak terisi dengan lengkap sebanyak 6 (6,6%), sehingga dapat disimpulkan jumlah 
kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah 76 kuesioner (83,5%). 
4.1.4 Deskriptif  Data  Penelitian 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan 
kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden 
yang berada di desa se-Kecamatan Jambon. Kuesioner yang digunakan yaitu 
kuesioner tertutup, dimana responden hanya memilih jawaban yang sudah 
disediakan oleh peneliti. Dari penyebaran kuesioner tersebut kemudian peneliti 
melakukan anlisis untuk mendapatkan karakteristik responden berdasarkan jenis 
kelamin, usia, lama bekerja, tingkat pendidikan.  
4.1.4.1  Karakteristik Profil Responden 
Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis 
kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja .  Objek penelitian ini yaitu 
seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Sekretaris 
BPD, dan Bendahara BPD di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 





Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
Laki-laki 62 81,3 % 
Perempuan 14 18,7 % 
Total 76 100,0% 
Sumber : Data Primer Diolah, 2021 
Berdasarkan tabel 4.2  yang disajikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
karakteristik responden berdasrakan jenis kelamin laki-laki berjumlah 62 (81,3%). 
Sedangkan untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 14 
(18,7%). Hal tersebut dapat dismpulkan bahwa mayoritas responden berjenis 
kelamin laki-laki. 
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia Frekuensi Persentase (%) 
30-40 tahun 24 31,6% 
41-50 tahun 39 51,3 % 
>50 tahun  13 17,1% 
Total 76 100,0% 
Sumber:Data Primer Diolah, 2021 
Berdasarkan tabel 4.3 yang disajikan, maka dapat diketahui bahwa 
responden dengan usia 30-40 tahun sebanyak 31,6% (24 responden), usia 41-50 
tahun sebanyak 51,3% (39 responden) dan  yang berusia >50 tahun  17,1% (13 
responden).  Dapat ditarik kesimpula bahwa mayoritas responden dalam penelitian 
ini berusia 41-50 tahun. 
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
SLTP 11 14, 5% 
SMA 36 47,4% 
S1 29 38,1% 
Total 76 100,0% 





Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
mayoritas responden berpendidikan SMA  dengan presentase 47,4% ( 36 
responden). Sementara itu, yang berpendidikan tingkat SLTP sebesar 14,5% (11 
responden) dan yang memiliki tingkat pendidikan S1 38,1% (29 responden). 
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
Lama Bekerja Frekuensi Persentase (%) 
1-5 Tahun 17 22,4% 
5-10 Tahun 51 67,1% 
>10 Tahun 8 10,5% 
Total 76 100,0% 
  Sumber: Data Primer Diolah, 2021 
Tabel 4.5 yang telah diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa presentase 
terbesar pada karakteristik responden berdasarkan lama bekerja yaitu 5-10 tahun 
sebanyak 67,1% (51 responden). Sedangkan untuk masa jabatan 1-5 tahun sejumlah 
22,4% (17 responden) dan paling rendah  jabatan >10 tahun sejumlah 10,5% (8 
responden). 
 
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 
Jabatan Frekuensi Persentase (%) 
Kepala Desa 13 17,1 % 
Sekretaris Desa 11 14,5% 
Bendahara Desa 13 17,1% 
Kaur Kesejahteraan Masyarakat 10 13,2% 
Ketua BPD 10 13,2% 
Sekretaris BPD 11 14,5% 
Bendahara BPD 8 10,5% 
Total 76 100% 
  Sumber : Data Primer Diolah, 2021 
Karaktersitik responden berdasarkan jabatan pada tabel 4.6 menunjukkan 
presentase terbesar yaitu Kepala Desa dan bendahara desa dengan jumlah 17,1%  ( 





sekretaris BPD sebesar 14,5% ( 11 responden). Untuk posisi kaur kesejahteraan 
masyarakat dan Ketua BPD sejumlah 13,2% ( 10 responden). Untuk responden 
dengan presentase terendah yaitu bendahara BPD yaitu 10,5% ( 8 responden). 
1.1.4.2 Gambaran Jawaban Responden 
Rekapitulasi jawaban responden merupakan hasil dari jawaban responden 
dimana skor untuk setiap jawaban telah ditentukan menggunakan skala likert. Skala 
mulai dari 1 sampai dengan 5, dimana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 
4 setuju, dan 5 sangat setuju. 
Berdasarkan tabel 4. 7 Variabel akuntabilitas alokasi dana desa dapat 
diketahui bahwa responden berjumlah 76. Pernyataan X1.1 yaitu tentang 
penyusunan rencana anggaran untuk APBDes sesuai dengan peratura yang berlaku. 
Jawaban sangat setuju 64,5%, setuju 30,3%, netral 3,9, dan tidak setuju 1,3%. X1.2 
dengan pernyataan penyusu APBDesa melibatkan seluruh struktur pemerintah desa 
yang meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat. jawaban 
sanagat setuju 64,5%, setuju 31,6%, netral netral 3,9%. X1.3 menyatakan  
bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran 
terkait dana desa. Jawaban sangat setuju 55,3%, setuju 39,5%, netral 5,3%. 
Pernyataan untuk X1.4 pelaksanaan belanja desa didasarkan atas prinsip transparan, 
akuntabel, dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jawaban X1.4 sangat 
setuju 61,8%, setuju 30,3%, netral 7,9%. Pernyataan pada X1.5 adalah kepala desa 
menyampikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota 
melalui camat. Jawaban X1.5 untuk sangat setuju 50%, setuju 43,4%, netral 5,3% 
dan tidak setuju 1,3%. Jawaban atas penyataan X1.6 yaitu kepala desa 





melalui camat, dengan persentase jawaban sangat setuju 47,4%, setuju 48,7%, dan 
netral 3,9%.  
Berdasarakan tabel 4.7 distribusi rata-rata jawaban responden variabel 
akuntabilitas alokasi dana desa jawaban dengan kategori sangat setuju sebanyak 
57,3%, selanjutnya jawaban setuju sejumlah 37,3%. Kemudian dari hasil 
perhitungan rata-rata juga diperoleh jawaban netral sebanyak 5% dan jawaban tidak 
setuju 0,4%. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati 
melalui camat digunakan untuk memastikan bahwa dalam proses pelasanaan sesuai 
dengan rencana yang disepakati. 
 
Tabel 4. 7 Distribusi Jawaban Variabel Akuntabilitas Alokasi dana Desa 
No Item 
Jawaban Responden 
STS TS N S SS N TOTAL 
F % F % F % F % F %  F %  
1 
X1.1 0 0 1 1,3 3 3,9 23 30,3 49 64,5 76 100% 
X1.2 0 0 0 0 3 3,9 24 31,6 49 64,5 76 100% 
X1.3 0 0 0 0 4 5,3 30 39,5 42 55,3 76 100% 
X1.4 0 0 0 0 6 7,9 23 30,3 47 61,8 76 100% 
X1.5 0 0 1 1,3 4 5,3 33 43,4 38 50,0 76 100% 
X1.6 0 0 0 0 3 3,9 37 48,7 36 47,4 76 100% 
Rata-rata 0 0,4% 5,0% 37,3% 57,3% 100% 
Sumber : Data Output SPSS, 2021 
Berdasarkan tabel 4.8 distribusi frekuensi untuk variabel kebijakan desa 
(X2) diperoleh hasil untuk X2.1 dengan pernyataan peraturan desa yang dibuat 
sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan desa yang ditetapkan. 
Responden menjawab untuk penyataan X2.1 sanagat setuju 53,9%, setuju 42,1%, 
netral 2,6, dan tidak setuju 1,3%. Pernyataan untuk X2.2 yaitu masyarakat 
mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegatan desa dengan 
jawaban sangat setuju 50%, setuju 43,4%, netral 6,6%. X2.3 dengan pernyataan 





program desa. jawaban responden untuk pernyataan X2.3 sangat setuju 48,7%, 
setuju 46,1%, netral 5,3%. Pernyataan untuk X2.4 yaitu masyarakat mengetahui 
sosialisasi yang dilakukan oleh desa terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah 
desa. jawaban pada pernyataan X2.4 yaitu sangat setuju 51,3%, setuju 44,7%, netral 
3,9%. Terakhir untuk pernyataan X2.5 yaitu kewenangan pemerintah desa dengan 
dibentuknya BPD sebagai wakil masyarakat dalam proses pengambilan kebijkan. 
Diperoleh jawaban X2.5 sangat setuju 53,9%, setuju 38,2%, netral 7,9%.  
 Perhitungan rata-rata jawaban responden yang diberikan sangat beragam, 
akan tetapi mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan nilai presentase 
sebesar 51,6%. Untuk jawaban setuju 42,9%, jawaban netral  5,2%, dan terakhir 
jawaban tidak setuju 0,3%. Artinya mayoritas responden merasakan bahwa dalam 
pengambilan kebijakan desa selalu melibatakan masyarakat untuk membahas 
program desa. 
Tabel 4. 8 Distribusi Jawaban Variabel Kebijakan Desa 
No Item 
Jawaban Responden 
STS TS N S SS N TOTAL 
F % F % F % F % F % F % 
2 
X2.1 0 0 1 1,3 2 2,6 32 42,1 41 53,9 76 100% 
X2.2 0 0 0 0 5 6,6 33 43,4 38 50 76 100% 
X2.3 0 0 0 0 4 5,3 35 46,1 37 48,7 76 100% 
X2.4 0 0 0 0 3 3,9 34 44,7 39 51,3 76 100% 
X2.5 0 0 0 0 6 7,9 29 38,2 41 53,9 76 100% 
Rata-rata 0 0,3% 5,2% 42,9% 51,6% 100% 
       Sumber : Data Output SPSS, 2021 
Tabel 4.9 yang disajikan menjukkan hasil jawaban untuk pernyataan X3.1 
yaitu laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD diinformasikan 
kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak/ elektronik 
dengan jawaban snagat setuju 55,3%, setuju 42,1%, netral 2,6%. X3.2 dengan 





kepada publik. Jawaban untuk X3.2 sangat setuju 55,3% setuju 42,1% dan netral 
2,6%. Pernyataan untuk X3.3 adalah pengabilan keputusan mengenai RAPBDesa 
dilakukan secara terbuka bersama masyarakat melalui musyawarah. Jawaban X3.3 
sangat setuju 48,7%, setuju 47,4%, netral 3,9%. Pernyataan selanjutnya yaitu 
masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan ADD secara mudah 
(X3.4). jawaban responden untuk pernyataan X3.4 yaitu sangat setuju 55,3%, setuju 
40,8%, netral 3,9%. Pernyataan untuk X3.5 adalah pemerintah desa menyediakan 
papan pengumuman, melalui media cetak maupun media elektronik terkait ADD. 
Jawaban responden terkait pernyataan X3.5 sangat setuju 59,2%, setuju 36,8%, 
netral 3,9%. Terakhir yaitu pernyataan mengenai X3.6 yaitu papan pengumuman 
dilektakkan ditempat umum agar mudah diketahui masyarakat. jawaban responden 
terkait pernyataan X3.6 sangat setuju 46,1%, setju 51,3%, dan netral 2,6%. 
Perhitungan rata-rata dari distribusi frekuensi jawaban responden untuk 
variabel transparansi mayoritas dari responden menjawab sangat setuju sejumlah 
53,4%. Selanjutnya jawaban setuju sejumlah 43,4%, jawaban netral sejumlah 3,2%. 
Dari pernyataan tersebut reponden sangat setuju bahwa dalam pengelolaan 
keuangan alokasi dana desa dilakukan secara terbuka sehingga dapat diakses 

















Tabel 4. 9 Distribusi Jawaban Variabel Transparansi 
No Item 
Jawaban Responden 
STS TS N S SS N TOTAL 
F % F % F % F % F % F % 
3 
X3.1 0 0 0 0 2 2,6 32 42,1 42 55,3 76 100% 
X3.2 0 0 0 0 2 2,6 32 42,1 42 55,3 76 100% 
X3.3 0 0 0 0 3 3,9 36 47,4 37 48,7 76 100% 
X3.4 0 0 0 0 3 3,9 31 40,8 42 55,3 76 100% 
X3.5 0 0 0 0 3 3,9 28 36,8 45 59,2 76 100% 
X3.6 0 0 0 0 2 2,6 39 51,3 35 46,1 76 100% 
Rata-rata 0 0 3,2% 43,4% 53,4% 100% 
     Sumber : Data Output SPSS, 2021 
Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa pada variabel partisipasi 
masyarakat pernyataan X4.1 yang menyatakan dalam melakukan penyusunan dan 
kebijakan umum terkait APBDes melibatkan masyarakat. jawaban responden untuk 
pernyataan tersebut sanagat setuju 56,6%, setuju 39,5%, netral 3,9%. Selanjutnya 
pernyataan untuk X4.2 yaitu masyarakat ikut andil dalam pengelolaan ADD 
melalui Badan Permusyawaratan Desa dengan jawaban sangat setuju 51,3%, setuju 
42,1%, netral 6,6%. X4.4 dengan pernyataan adanya hak yang sama bagi 
masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan ADD. Jawaban responden 
untuk pernyataan X4.4 sangat setuju 53,9%, setuju 42,1%, netral 3,9%. Terakhir 
untuk pernyataan X4.5 yang menyatakan BPD melaksanakan fungsi pengawasan 
dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan penyelanggaraan 
APBDes. Responden menjawab sangat setuju 56,6%, setuju 39,5%, netral 3,9%. 
Berdasarakan rekapitulasi rata-rata jawaban, responden memiliki jawaban 
paling tinggi pada kategori sangat setuju sejumlah 55%. Selanjutnya responden 
memilih jawaban setuju sebesar 40%, jawaban netral sebesar 5%. Dari jawaban 





pengelolaan keuangan desa maupun dalam musyawarah untuk pengambilan 
kebijakan sudah sanagat baik.  
 Tabel 4. 10 Distribusi Jawaban Variabel Partisipasi Masyarakat  
No Item 
Jawaban Responden 
STS TS N S SS N TOTAL 
F % F % F % F % F % F % 
4 
X4.1 0 0 0 0 3 3,9 30 39,5 43 56,6 76 100% 
X4.2 0 0 0 0 5 6,6 32 42,1 39 51,3 76 100% 
X4.3 0 0 0 0 5 6,6 28 36,8 43 56,6 76 100% 
X4.4 0 0 0 0 3 3,9 32 42,1 41 53,9 76 100% 
X4.5 0 0 0 0 3 3,9 30 39,5 43 56,6 76 100% 
Rata-rata 0 0% 5% 40% 55% 100% 
     Sumber : Data Output SPSS, 2021 
Menurut tabel 4.11 untuk distribusi jawaban responden variabel 
kesejahteraan masyarakat pada pernyataan Y1.1 yang menyatakan pengelolaan 
alokasi dana desa memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. jawaban 
responden untuk pernyataan Y1.1 sanagat setuju 65,8%, setuju 31,6%, netral 1,3%, 
dan tidak setuju 1,3%. Y1.2 yang menyatakan alokasi dana desa sudah mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jawaban sangat setuju 48,7%, setuju 
47,4%, netral 2,6%, tidak setuju 1,3%. Selanjutnya untuk pernyataan Y1.3 yang 
menyatakan alokasi dana desa dapat mensejahterahkan keadaan ekonomi 
masyarakat. Responden menjawab pernyataan tersebut sangat setuju sejumlah 
46,1%, setuju 50%, netral 3,9%. Alokasi dana desa didasarkan atas dasar status 
kepemilikan rumah tinggal (Y1.4) dengan jawaban sangat setuju52,6%, setuju 
40,8%, netral 5,3%, tidak setuju 1,3%. Selanjutnya pernyataan Y1.5 yaitu 
tersedianya BumDes dapat membantu masyarakat dalam memperoleh lapangan 
pekerjaan. Jawaban untuk pernyataan tersebut yaitu sangat setuju 64,5%, setuju 





diberikan kepada masyarakat secara adil, dengan jawaban sangat setuju 59,2%, 
setuju 38,2%, netral 2,6%. Terkahir untuk pernytaan pada Y1.7 menyatakan alokasi 
dana desa membantu akses informasi yang luas yang berhubungan dengan 
kesejahteraan masyarakat.  Responden menjawab sangat setuju 63,2%, setuju 
34,2%, dan netral 2,6%. 
Rekapitulasi rata-rata jawaban untuk variabel kesejahteraan masyarakat 
didapatkan hasil jawaban sangat setuju 57,1%, jawaban setuju 39,5%, untuk 
jawaban netral sebesar 2,9%, dan jawaban tidak setuju memiliki presentase 0,5%. 
Jawaban rata-rata yang ada menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang diberikan 
memang sudah dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarkat desa. 
   
Tabel 4. 11 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kesejahteraan Masyarat 
No Item 
Jawaban Responden 
STS TS N S SS N TOTAL 
F % F % F % F % F % F % 
5 
Y1.1 0 0 1 1,3 1 1,3 24 31,6 50 65,8 76 100% 
Y1.2 0 0 1 1,3 2 2,6 36 47,4 37 48,7 76 100% 
Y1.3 0 0 0 0 3 3,9 38 50 35 46,1 76 100% 
Y1.4 0 0 1 1,3 4 5,3 31 40,8 40 52,6 76 100% 
Y1.5 0 0 0 0 1 1,3 26 34,2 49 64,5 76 100% 
Y1.6 0 0 0 0 2 2,6 29 38,2 45 59,2 76 100% 
Y1.7 0 0 0 0 2 2,6 26 34,2 48 63,2 76 100% 
Rata-rata 0% 0,5% 2,9% 39,5% 57,1% 100% 
  Sumber : Data Output SPSS, 2021 
4.1.5 Analisi Data 
4.1.5.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif dalam penelitian ini menyajikan data-data distribusi 
frekuensi atas jawaban responden yang meliputi nilai minimum, maximum, dan 
mean. Selain itu data dalam statistik deskriptif ini juga menyajikan nilai standar 





         
Tabel 4. 12 Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
AADD 76 18 30 27,08 2,426 
KD 76 15 25 22,29 2,153 
T 76 19 30 27,01 2,176 
PM 76 15 25 22,50 2,030 
KM 76 21 35 31,72 2,436 
Valid N (listwise) 76     
  Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2021 
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) 76 responden. Nilai 
minimum untuk variabel Akuntabilitas Alokasi dana Desa (X1) yaitu 18 sedangkan 
untuk nilai maksimumnya 30. Sementara itu nilai rata-rata variabel X1 yaitu 27,08 
dengan standar deviasi 2,426. Variabel Kebijakan Desa (X2) menunjukkan nilai 
minimum 15, nilai maksimunya 25 dengan rata-rata 22,29. Sementara itu, untuk 
standar deviasi yang dihasilkn 2,153. 
Selanjutnya untuk variabel Transparansi (X3) memiliki nilai minimum 19 
dengan nilai maksimumnya 30. Rata-rata atau mean yaitu 27,01 dan standar deviasi 
2,176. Untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X4) menghasilkan nilai minimumnya 
15, nilai maksimunya 25, dan nilai rata-ratanya yaitu 22,50. Sedangkan standar 
deviasinya 2,030. 
4.1.5.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan-
pernyataan dalam kuesioner telah sahih atau valid. Dikatan valid apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 





b. Jika r hitung ≤ r tabel maka pernyataan dikatakan tidak valid. 
 Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas 
Variabel Pearson Correalation R Tabel Sig Keterangan 
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X1) 
X1.1 0,582 0,226 0,000 Valid 
X1.2 0,701 0,226 0,000 Valid 
X1.3 0,632 0,226 0,000 Valid 
X1.4 0,734 0,226 0,000 Valid 
X1.5 0,655 0,226 0,000 Valid 
X1.6 0,655 0,226 0,000 Valid 
Kebijakan Desa (X2) 
X2.1 0,551 0,226 0,000 Valid 
X2.2 0,746 0,226 0,000 Valid 
X2.3 0,700 0,226 0,000 Valid 
X2.4 0,769 0,226 0,000 Valid 
X2.5 0,761 0,226 0,000 Valid 
Transparansi (X3) 
X3.1 0,671 0,226 0,000 Valid 
X3.2 0,604 0,226 0,000 Valid 
X3.3 0,592 0,226 0,000 Valid 
X3.4 0,727 0,226 0,000 Valid 
X3.5 0,527 0,226 0,000 Valid 
X3.6 0,742 0,226 0,000 Valid 
Partisipasi Masyarakat (X4) 
X4.1 0,604 0,226 0,000 Valid 
X4.2 0,774 0,226 0,000 Valid 
X4.3 0,708 0,226 0,000 Valid 
X4.4 0,683 0,226 0,000 Valid 
X4.5 0,638 0,226 0,000 Valid 
Kesejahteraan Masyarakat (Y) 
Y1 0,577 0,226 0,000 Valid 
Y2 0,621 0,226 0,000 Valid 
Y3 0,640 0,226 0,000 Valid 
Y4 0,665 0,226 0,000 Valid 
Y5 0,644 0,226 0,000 Valid 
Y6 0,526 0,226 0,000 Valid 
Y7 0,531 0,226 0,000 Valid 
Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2021  
 
Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, maka dapat diketahui bahwa 





(5%). Selain itu jika dilihat berdasarkan hasil pearson correlation, semua variabel 
memiliki nilai > r tabel yaitu 0,226, dengan demikian dapat diartikan bahwa semua 
pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reabilitas merupakan cara yang digunakan untuk mengukur 
sejauh mana tingkat kepercayaan dan memberikan hasil yang tidak jauh 
berbeda apabila dilakukan uji ulang terhadap subyek yang sama. Menurut 
Sugiyono (2009), suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabilan nilai 
Cronbach’s Alpha >0,60. Berikut hasil uji reabilitas pada penelitian ini: 







Kebijakan Desa 0,746 Reliabel 
Transparansi 0,716 Reliabel 




Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2021 
 
Berdasarkan uji reabilitas yang telah dilakukan peneliti di atas 
menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena mempunyai 
nilai Cronbach’s Alpha >0,60. Nilai yang dimiliki masing-masing variabel 
yaitu akuntabilitas alokasi dana desa (X1 ) 0,739, kebijakan desa (X2) 
0,746, Transparansi (X3) 0,716, partisipasi masyarakat (X4) 0,713, dan 







 4.1.6 Uji Regresi Linier Berganda 
  
Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X1), Kebijkan Desa (X2), Transparansi (X3), 
dan Partisipasi Masyarakat (X4) terhadap  Kesejhteraan Masyarakat (Y). Disajikan 
dalam tabel berikut ini: 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,624 2,932  1,236 ,221 
AADD ,255 ,087 ,254 2,942 ,004 
KD ,205 ,099 ,181 2,068 ,042 
T ,210 ,098 ,188 2,150 ,035 
PM ,486 ,116 ,405 4,196 ,000 
a. Dependent Variable: Jumlah.Y 
  Sumber: Output SPSS Data Primer Diolah, 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.15 maka dapat diperoleh persamaan untuk analisis 




KM : Kesejahteraan Masyarakat 
AADD : Akuntabilitas Alokasi Dana Desa 
KD : Kebijakan Desa 
T : Transparansi 
PM : Partisipasi Masyarkat 
E : Error 






Hasil persamaan di atas dapat diinterpresentasikan dalam penelitian ini  
sebagai berikut: 
1. Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa variabel kesejahteraan 
masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu akuntabilitas alokasi 
dana desa, kebijkan desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Nilai 
koefisien kontanta sebesar 3,624, artinya keempat variabel dependen 
dianggap konstan maka Y (kesejahteraan masyarakat) akan meningkat 
sebesar 3,624. Artinya jika X1, X2, X3, dan X4 tidak ada maka kesejahteraan 
masyarakat tidak meningkat sebesar 3,624.  
2. Varibel akuntabilitas alokasi dana desa (X1) mempunyai nilai koefisien 
sebesar 0,255. Setiap perubahan 100% pada akuntabilitas alokasi dana desa 
maka akan terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat sebesar 25,5% 
(0,255) dengan asumsi variabel lain tetap. 
3. Nilai koefisien kebijakan desa (X2) sebesar 0,205, artinya setiap perubahan 
100% pada kebijakan desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sebesar 20,5% (0,205) dengan asumsi variabel lain tetap. 
4. Nilai koefisien transparansi (X3) sebesar 0,210, artinya setiap perubahan 
100% pada transparansi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sebesar 21,0% (0,210) dengan asumsi variabel lain tetap. 
5. Varibel partisipasi masyarakat (X4) mempunyai nilai koefisien sebesar         
0,486. Setiap perubahan 100% pada partisipasi masyarakat maka akan 
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar  0,486 (48,6%). Atau juga 





meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,486 dengan asumsi 
variabel lain tetap. 
4.1.7 Uji Hipotesis 
a. Uji t (Parsial) 
Menurut Sugiyono (2009), uji t digunakan untuk mengukur pengaruh 
variabel independen terhadap variabel depeden secara parsial. Adadua cara 
untuk menetukan hasil pada uji ini yang pertama dengan membandingkan t 
hitung dan t tabel. Kedua dengan melihat tingkat signifikansi. Peneliti 
menggunakan tingkat signifikan 0,05. 
Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05, maka perhitungan T 
tabel : a/2 yaitu 0,05/2 = 0,025 atau DF= (N-K). Dimana N adalah jumlah 
populasi dikurangi dengan jumlah variabel. Maka diperoleh (N-K)= 76-5 = 
71. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai t tabel yakni 1,993. 
Jika tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 maka hipotesis diterima begitu 
sebaliknya.  






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,624 2,932  1,236 ,221 
AADD ,255 ,087 ,254 2,942 ,004 
KD ,205 ,099 ,181 2,068 ,042 
T ,210 ,098 ,188 2,150 ,035 
PM ,486 ,116 ,405 4,196 ,000 
a. Dependent Variable: Jumlah.Y 







1. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil untuk uji t (parsial) variabel 
akuntabilitas alokasi dana desa mempunyai nilai t hitung 2, 942. Sedangkan 
nilai untuk t tabel yang didapat yaitu 1, 993. Maka dapat disimpulkan bahwa t 
hitung > t tabel. Selain itu nilai signifikan yang dihasilakn sebesar 0,004 < 
0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa 
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga H01 ditolak Ha1 






Daerah Penerimaan Atau Penolakan H01 
(Akuntabilitas Alokasi Dana Desa) 
 
2. Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Guna mengatahui apakah variabel kebijakan desa (X2) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y) 
dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel 
berdasarkan  tabel 4. 16 diperoleh nilai t hitung 2,068 > t tabel.  
Selanjutnya jika dilihat berdasarkan tingkat signifikan pada tabel 4.16, 
maka untuk kebijakan desa (X2) sebesar 0,042, dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa nilai signifikan dari hasil uji t parsial variabel 
Daerah penolakan H01 
2,5%
 









kebijakan desa (X2) < 0,05. Maka dari itu disimpulkan variabel kebijakan 
desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. H02 ditolak Ha2 






Daerah Penerimaan Atau Penolakan H02 ( Kebijakan Desa) 
3. Transparansi Berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Guna mengatahui apakah variabel transparansi (X3) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y) 
dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai 
yang dihasilkan dari t hitung yaitu 2,150 dimana > t hitung. 
Selanjutnya jika dilihat berdasarkan tingkat signifikan pada tabel 4.16, 
maka untuk transparansi (X3) sebesar 0,035, dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa nilai signifikan dari hasil uji t parsial variabel transparansi 
(X3) < 0,05. Maka dari itu variabel transparansi berpengaruh terhadap 




Daerah penolakan H02 
2,5% 



















Daerah Penerimaan Atau Penolakan H03 (Transparansi) 
4. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh terhadap Kesejahteraan      
Masyarakat. 
Pertama untuk mengatahui apakah variabel partisipasi masyarakat (X4) 
mempunyai pengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y) dapat 
dibuktikan dengan melihat nilai t hitung dibandingkan t tabel. Diperoleh nilai 
t hitung 4,169 > t tabel.  
Kedua jika dilihat dari tingkat signifikansi, maka diperoleh nilai 
signifikansi untuk variabel partisipasi masyarakat (X4) sebesar 0,000. Hal 
tersebut berarti hasil yang ada dibawah tingkat signifikan yaitu 0,05. 
Disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat (X4) mempunyai pengaruh 
terhadap kesejahteraan masyarkat (Y). Berikut disajikan daerah penolakan 




Daerah penolakan H03 
2,5% 






















Daerah Penerimaan Atau Penolakan H04 
(Partisipasi Masyarakat) 
 
b. Uji F (Simultan) 
Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (X1), Kebijakan Desa (X2), Transparansi 
(X3), dan Partisipasi Masyarakat (X4) secara bersama-sama terhadap variabel 
Kesejahteraan Masyarakat (Y).   






Square F Sig. 
1 Regression 262,800 4 65,700 25,574 ,000
b
 
Residual 182,398 71 2,569   
Total 445,197 75    
a. Dependent Variable: Jumlah.Y 
b. Predictors: (Constant), Jumlah.X4, Jumlah.X3, Jumlah.X1, Jumlah.X2 
    Sumber:  Output SPSS Data Primer Diolah, 2021 
Berdasarkan hasil pengujian pada uji F (simultan), maka diketahui 
nilai untuk F hitung yaitu 25,574 > F tabel= 2,50 dengan tingkat signifikansi 
0,000. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel dan taraf 
signifikansi 0,05, dengan demikian, maka dapat terbukti bahwa nilai Fhitung 
> F tabel dan sig 0,000< 0,05, sehingga hipotesis Ha5 diterima dan H05 
ditolak. 
-1,993 1,993 4,169 
Daerah penolakan H04 
2,5% 










Daerah Penerimaan Atau Penolakan H05 
(Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Transparansi, Dan 
Partisipasi Masyarakat) 
 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi (R
2
) merupakan suatu uji untuk mengukur 
seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji 
ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dimana nantinya akan 
menjelaskan berapa persen pengaruhnya. Dapat dijelaskan dalam tabel 4.20 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Tabel 4. 18 Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,768
a
 ,590 ,567 1,603 
a. Predictors: (Constant), Total.X4, Total.X1, Total.X2, Total.X3 
 Sumber:  Output SPSS Data Primer Diolah, 2021 
Berdasarkan tabel 4.18  di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai R 
square yaitu 0,590, dapat diartikan dalam persentase bahwa variabel X1, X2, 
X3, dan X4 mempunyai pengaruh 59,0%. Sedangkan untuk sisanya yaitu 











Penelitian ini memberikan informasi terkait pengaruh akuntabilitas alokasi 
dana desa (X1), kebijakan desa (X2), transparansi (X3), dan partisipasi masyarakat       
( X4) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Penelitian ini dilakukan kepada 76 
responden dengan mengolah data menggunakan SPSS. Berikut hasil pembahasan 
dalam penelitian ini: 
      




1 X1 37,3% 57,3% 
2 X2 42,9% 51,6% 
3 X3 43,4% 53,4% 
4 X4 40,0% 55,0% 
5 X5 39,5% 57,1% 
      Sumber: Output Data Primer Diolah, 2021 
1. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat 
Hasil uji t parsial pada variabel akuntabilitas alokasi dana desa yaitu sebesar 
2,942 dengan nilai signifikan yang dihasilkan 0,004.Artinya bahwa akuntabilitas 
alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kuswanti (2020), dengan hasil 
bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam pelaksanaan 
belanja desa didasakan atas prinsip transparan, akuntabel, partisipatf dan disiplin 
anggaran.. Selain itu, adanya perencanaan yang baik dari pihak pelaksana bersama 
masyarakat menjadikan penyelanggaraan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana 





Pada variabel akuntabilitas alokasi dana desa terdapat 3 indikator yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jumlah pernyataan yang 
terdapat pada variabel akuntabilitas alokasi dana desa yaitu 6. Rekapitulasi jawaban 
responden pada tabel 4.19  menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab 
sangat setuju sebanyak  57,3% dan 37,3% responden menjawab setuju. Jawaban 
responden tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya  perencanaan anggaran untuk 
APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penyelewangan dapat 
diminimalisir. Kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa untuk kesejahteraan 
masyarakat menjadi tepat sasaran. 
Pada variabel kesejateraan masyarakat terdapat 3 indikator yang digunakan 
yaitu: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Jawaban pada 
tabel 4.19 tersebut membuktikan bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju 
sebanyak 57,1% dan responden yang menjawab setuju sebanyak 39,5%. Jawaban 
responden tersebut menunjukkan bahwa adanya penyusunnan APBDesa yang 
melibatkan seluruh struktur pemerintah desa yang meliputi kepala desa, pernagkat 
desa, BPD dan tokoh masyarakat maka akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
Menurut Efendi dan Kurniawan (2019), akuntabilitas pemerintah desa 
dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan baik dengan melihat laporan 
keuangan yang disajikan. Mulai perencanaan sampai dengan ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. Adanya laporan mengenai penggunaan anggaran alokasi dana 
desa, maka masyarakat di Kecamatan Jambon dapat mengetahui program pemerintah 





bahwa pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD digunakan sebagai 
monitoring kegiatan apakah sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. 
Bentuk akuntabilitas alokasi dana desa yang dilakukan di Kecamatan 
Jambon yaitu dengan adanya pelaporan secara periodik untuk realisasi APBDes 
kepada Bupati melalui camat secara tepat waktu. Hal tersebut merupakan bentuk 
tanggung jawab pelaksana kepada instansi diatsanya. Selain itu, pelaksana juga 
membuat laporan kepada pihak pihak terkait lainnya seperti BPD dan juga 
masyarakat. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi 
dan Kurniawan (2019), dengan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk 
pertanggungjawaban organisasi publik kepada masyarakat dalam mengelola sumber 
daya publik. Segala bentuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan desa harus mampu 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar sesuai peraturan perundang-
undangan.  
2. Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Uji hipotesis secara parsial pengaruh variabel kebijakan desa terhadap 
kesejahteraan masyarakat  bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Nilai t hitung yang dihasilkan yaitu 2,068 dengan nilai 
signifikan 0,042. Kebijakan Desa yang diambil setiap desa di Kecamatan Jambon 
telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terbukti dengan adanya keterlibatan 
masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurut Kuswanti (2020), 





untuk pembangunan infrastruktur maupun kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Sementara itu menurut Mildawati dan Sari (2019), bentuk kebijakan dapat 
diwujudkan melalui peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan 
keswadayaan, serta pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan. 
Pada variabel kebijakan desa terdapat 2 indikator yaitu: peraturan desa dan 
hak dan wewenang berpartisipasi. Jumlah pernyataan yang terdapat pada variabel 
kebijakan desa  yaitu 5. Rekapitulasi jawaban responden pada tabel 4.19 
menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju sebanyak  51,6% 
dan 42,9% menjawab setuju. Jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa 
pemerintah desa dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui keterakilan 
secara bersama-sama mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
kebijakan yang dimabil tentunya sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga 
kesejahteraan masyarakat terpenuhi.   
Pada variabel kesejahteraan masyarakat terdapat 3 indikator yang digunakan 
yaitu: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Jawaban  pada 
tabel 4.19 tersebut membuktikan bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju 
sebanyak 57,1% dan responden yang menjawab setuju sebanyak 39,5%. Jawaban 
responden tersebut menunjukkan setiap kebijakan desa yang diambil berbanding 
lurus dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan sangatlah penting karena tujuan dari pengambilan kebijakan 
yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Mildawati dan Sari, 2019 





masyarakat. Kebijakan desa disusun berdasarkan musyawarah bersama masyarakat 
untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian masyarakat juga ikut andil 
dalam pelaksanaan kegiatan desa yang salah satunya didanai oleh alokasi dana desa 
yang tujuan dan kegunaan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat.  realisasi 
usulan masyarakat kemudian dituangkan dalam APBDes sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan sesuai permasalahan tiap dusun. 
3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan secara parsial transparansi 
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai t hitung dalam variabel ini 
2,150 dengan signifikansi 0,035. Dapat dijelaskan pula bahwa jika transparansi 
dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan meningkat maka meningkat 
pula kesejahteraan masyarakat.  Bentuk transparansi yang dilakukan oleh desa di 
Kecamatan Jambon sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Terbukti dengan 
mudahnya akses bagi masyarakat awam untuk dapat mengetahui pengelolaan 
keuangan oleh pemerintah desa. Terpasangnya banner yang berisikan informasi 
mengenai jumlah alokasi dana desa dan penggunaannya di tempat yang strategis 
seperti pasar sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain media cetak, 
melalui media elektronik masyarakat dapat mengakses melalui website resmi 
masing-masing desa.Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Utami dan Wardani 
(2020), bahwa transparansi merupakan bentuk kejelasan yang nyata dan keterbukaan 
yang memungkinkan masyarkat untuk dapat mengakses informasi keuangan seluas-
luasnya.  
variabel transparansi memiliki 2 indikator yaitu keterbukaan informasi dan 





yaitu 6. Rekapitulasi jawaban responden pada tabel 4.19  menunjukkan bahwa rata-
rata responden menjawab sangat setuju sebanyak  53,4% dan 43,4% responden 
menjawab setuju. Berdasarakan rekapitulasi rata-rata jawaban responden tersebut, 
maka menjukkan bahwa dengan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola 
alokasi dana desa  ditunjukkan dengan mudhnya masyarakat dalam memperoleh 
informasi terkait keuangan yang disediakan. Baik dalam bentuk media cetak maupun 
media elektronik, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui sejauh mana alokasi 
dana desa digunakan  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.  
Pada variabel kesejahteraan masyarakat terdapat 3 indikator yang digunakan 
yaitu: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Pada tabel 4.19 
tersebut membuktikan bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju sebanyak 
57,1% dan responden yang menjawab setuju sebanyak 39,5%. Hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa  kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi untuk 
mengontrol jalannya kegiatan yang didanani oleh alokasi dana desa untuk 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, dengan 
demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.  
Penelitian ini mendukung  penelitian yang dilakukan Efendi dan Kurniawan, 
2019 juga Mildawati dan Sari, 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
transparansi berpengaruh posisiti terhadap kesejahteraan masyarakat. Wahidahwati 
dan Sari (2019), menyatakan masyarakat mempunyai hak untuk memberikan 
masukan berupa saran dalam pengelolaan ADD sehingga pelaksanaannya dapat 
sesuai dengan rencana yang disepakati. Responden juga berpendapat bahwa 






4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Pengujian hipotesis untuk variabel partisipasi masyarakat t hitung yang 
dihasilkan yaitu 4,196 dengan signifikansi 0,000. Artinya menujukkan hasil 
partisipasi masyarakt berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut 
terbukti dengan adanya keterlibatan dalam perencanaan APBDes oleh pemerintah 
desa di Kecamatan Jambon bersama masyarakat dan juga keterlibatan untuk setiap 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. 
Hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengelolaan keuangan desa 
baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan seperti Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Kuswanti (2020), bentuk partisipasi 
masyarakat melalui beberapa tahapan  mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
sampai dengan proses pengawasan dan pertanggungjawban. Musdhalifah dan Elvina 
(2019), menyatakan dalam proses perencanaan masyarakat ikut serta menyusun 
kebijakan yang akan diambil pemerintah desa guna pemecahan masalah yang ada. 
Dalam prosesnya, untuk setiap kegiatan yang ada melibatkan masyarakat untuk ikut 
serta menyumbangkan tenaga maupun fikiran untuk kepentingan bersama. Sementara 
itu, guna dapat terealisasikannya kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati, 
maka perlu adanya pengawasan dari BPD untuk mempertanggungjawabkan kegiatan 
tim pelaksana. 
variabel partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator yaitu keterlibatan 
masyarakat dan juga pengawasan pengelolaan keuangan desa. jumlah pernyataan 
pada variabel ini yaitu 5 pernyataan.  Rekapitulasi jawaban responden pada tabel 
4.19 menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju sebanyak  40% dan 





menjukkan bahwa pentingnya usulan yang diberikan oleh masyarakat dalam setiap 
penyusunan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Adanya hak 
yang sama bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat merupakan poin penting 
partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi.  
Pada variabel kesejahteraan masyarakat terdapat 3 indikator yang digunakan 
yaitu: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Rekapitulasi 
jabawaban pada tabel 4.19 membuktikan bahwa rata-rata responden menjawab 
sangat setuju sebanyak 57,1% dan responden yang menjawab setuju sebanyak 
39,5%. Masyarakat dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya untuk kepenting 
dan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat akan mempermudah 
pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan karena  sesuai dengan sasaran. 
Berdasarakan hal tersebut masyarakat akan mendapatakan keadilan  dalam berbagai 
aspek untuk peningkatan taraf hidupnya. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 
Kuswanti (2020), Sugista (2017), Elvina dan Musdhalifah (2019). Dengan hasil 
penelitian partisipasi masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan yang dilakukn berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.  
5. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Transparansi, dan 
Partisipasi Masyarkat Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
Uji F secara simultan dalam penelitian ini menghasilkan nilai F hitung  
sebesar 25,574 dengan nilai signifikannya 0,000 . Artinya secara bersama sama 
variabel independen akuntabilitas alokasi dana desa (X1), kebijkan desa (X2), 





dependen kesejahteraan masyarakat (Y). Atau juga dapat dikatan Ha5 diterima dan 
H05 ditolak. Artinya bahwa jika keempat variabel independen terebut meningkat 
maka akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat. keempat variabel tersebut 
berbanding lurus dengan variabel terikatnya.  
Sedangkan jika dilihat dari uji koefisien determinasi, keempat variabel 
independen mempunyai pengaruh sebesar 0,590 atau 59% terhadap variabel 
kesejahteraan masyarakat. Sebesar 41% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dibahas dalam penelitian ini. Apabila besarnya koefisien determinasi adalah 0 
sampai dengan 1, semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi maka 
semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 besarnya koefisien determinasi maka 
semakin besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sehingga dapat 
disimpulkan semakin tinggi koefisien determinasi untuk kesejahteraan masyarakat 
maka akan mempengaruh variabel  Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, 
Transparansi, Dan Partisispasi Masyarkat untuk Kesejahteraan Masyarakat.  
Merujuk pada  tabel 4.19 sesuai dengan indikator Akuntabilitas Alokasi 
Dana Desa rata-rata yang menjawab sangat setuju sejumlah 57,3% dan setuju 37,3%. 
Hal tersebut menujukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Jambon dalam 
mengelola keuangan desa terutama terkait alokasi dana desa sudah akuntabel. 
Sementara itu sesuai dengan indikacor  Kebijakan Desa responden menjawab sangat 
setuju 51,6% dan  setuju 42,9% hal ini membuktikan bahwa  kebijakan desa di 
Kecamatan Jambon untuk tujuan kesejahteraan masyarakat sesuai dan tepat sasaran. 
Sedangkan dengan indikator Transparansi mayoritas responden menjawab sangat 





Kecamatan Jambon dalam pengelolaan keuangannya sudah transparan. Pada tabel 
4.19 dengan indikator pada Partisipasi Masyarkat responden menjawab sangat setuju 
55% dan 40% menjawab setuju. Artinya bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan 
Jambon berpartisipasi secara aktif untuk kepentingan dan kemajuan desa. terakhir 
untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat mayoritas rata-rata jawaban sanagat setuju 
57,1% dan 39,5% menjawab setuju. Melihat hasil penelitian ini maka, variabel 
akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, transparansi, dan partisipasi 
masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan 
masyarakatyang dapat memperkuat hasil uji hipotesis 
Kuswanti (2020), menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan juga 
partisipasi masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Pemerintah desa dituntut untuk akuntabel dan transparan dalam pengelolaan 
keuangan dana desa. bentuk akuntabilitas dan transparansi tersebut dapat diukur 
dengan melihat pelaporan keuangan yang dikelola oleh tim pelaksana. Menurut 
Asyik dan Novitasari (2019), ketepatan dalam pelaporan keuangan dan mudahnya 
akses bagi publik untuk mengetahui pengelolaan keuangan merupakan wujud dari 
akuntabilitas dan transparansi. Dalam pengelolaannya juga dibutuhkan partisipasi 
oleh masyarkat untuk melakukan pengawasan.  
Kebijakan desa yang ditetapkan oleh pemerintah bersama masyarakat 
haruslah dipahami dan ditaati oleh keseluruhan lapisan masyarakat. setiap kebijakan 
pada desa satu dengan yang lain pastinya  berbeda-beda tergantung pada norma dan 
adat yang berlaku ditempat tersebut. Maka dari itu, setiap desa mempunyai kebijakan 






Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Asyik dan 
Novitasari, 2019 dengan variabel bebas akuntabilitas, transparansi dan kebijakan 
desa berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kesejahteraan masyarakat. hal itu 
dapat terwujud karena kejelasan dan juga keterbukaan dari pemerintah desa kepada 
masyarakat. selain itu, Kuswanti (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas, 
transparansi, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarkat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan 
keuangan berjalan dengan baik dan pengelolaanya sesuai apa yang dinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
